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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BANDANG  

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka 

penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten 

Kendal sehingga terlaksana tindakan yang cepat dan tepat 

pada saat terjadi bencana, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 

rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir 

bandang dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana 

kontinjensi bencana banjir bandang; 

  b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap 

rencana kontinjensi bencana banjir bandang Kabupaten 

Kendal Tahun 2020-2023 yang telah disusun, maka sesuai 

Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 045/112/2020 

tanggal 22 Januari 2020 Perihal Permohonan Peraturan 

Bupati Kendal, Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang 

Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023 perlu diatur dalam 

Peraturan Bupati; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana 

Banjir Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 

Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 53); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI 

BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN KENDAL TAHUN 

2020-2023. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor nonalam maupun faktor  manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan,  kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

langsor. 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

7. Rencana kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke 

depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk 

mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam 

situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario 

dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, 

serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah 

disetujui bersama. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir 

Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023 adalah 

sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Desa serta masyarakat dalam menyusun pedoman 

perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam 

upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang di 

Daerah secara lebih terpadu dan efektif. 

(2) Tujuan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir 

Bandang Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023 adalah 

sebagai landasan konseptual, landasan operasional, dan 

keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko 

bencana banjir bandang di Daerah. 
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BAB III 

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR BANDANG 

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2023  

Pasal 3 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana 

Kontinjensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kendal 

Tahun 2020-2023. 

(2) Sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang 

Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. BAB I Situasi 

b. BAB II Tugas Pokok 

c. BAB III Pelaksanaan 

d. BAB IV Administrasi dan Logistik 

e. BAB V Komando, Kendali, Koordinasi, dan 

Komunikasi 

(3) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang 

Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal 7 Pebruari 2020 
 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 7 Pebruari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 17 

 


